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Menimhang : bahwa dal*m rangka mernberikan kepastian hukura kepa<Ia
perryel*nggaraan pendidikan forraal dan informal dalam
memberikan la-l-anan pendidikan kepada masyarakat perlu
ditetapkan d*nga* Kepatusan Bapati Pesisir Selatan tentang
lzirt Operasianal Fenyelenggaraan Pendidikan forrnal dan
Informal UfvT SD Negcri 11 Airpura Kecamatan Airpura;

Mengingat : 1. Undang Undang l{sroor 12 Tahun 1956 tentang
Pembe*.tukan Daerah Otanom Kabupaten dalam Lingku*ga*
D*erah Eropinsi $umatera ?rngah (tembara* F{egara Republik
lndonesia ?ahun 1956 n*mor 25) Jis Undang - Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 ii*n:traran Negara Republik Indonesia
?ahun 1957), Undang- Undang l{om*r 58 tahun 1958

{l,embaran Nagara Republik Indo*esia ?ahun 1958 Flomor
1S8, Tambehan Lembaran Negara Republik Ind*nesia Nomor
16a3);

2. Unrlang,lJndang Nomcr 2S Tahan 2OO3 tentang Sistem
Fe*didikan Nasiaaal;

3. Undang Undang }lonnor 32 Tahr:n 20*4 terrtang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tar*.baha$ l,embaran Negara
Republik Ind*nesia Ncmor 4437r, sebagaima*a trlah beberapa.
kali diubah terakhir deagan Undarg:-Undang Nomcr 12 ?ahun
2SO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomcr
3? Tahun 2OO4 teatang Pemerinta.han Daerah {tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 59, ?amtrahan
Lembaran Negara Republik Lnd*nesia Noraor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OOS tentang Standar
Nasional Pendidika* {Lembaran Negara Republik Indsnesia
Tahun 2OO5 Nomor 41, Tambahan l-ersbaran Flegar*. Republik
Indonesia Nomor 44961, *etragaimana telah diubah d*ngan
Peraturan Pemerintah Nomrr 32 ?ahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peratt;illan Pemerintah Nomor t? ?aliun 2005
trntang Standar Nasianal Pendidikan {I,embara* Negara
Republik Indonesia Tahun 2*$5 l.iamor V|, Tambahan
l,embaran $egar* Reputrlik l*donesia Noffior 5a1O);

5. Peraturan Pemerintah l{omor 38 Tahun 20*7 tentaag
Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Prarinsi, dan
Pemerintah Kabupaten I Kota;



6. Peraturaa Pemerintah Nornor 4T Tahun toog tentang wqjib
Belajar {trmbaran Negara Repubrik Indonesia Tahun tsoB
Nomor 9o, Tamtlahan l"embaran Negara Reputrlik Indarresia
N*mnr a863l;

7. Feraturan pemeriatah Nomor 1T Tahun zolo tentang
Pengelolaan clan penyerenggaraan pendidikan {Lemtraran
Negara Reputrlik indonesia'fahun 2o1o Nomor 23, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor slo3),
sebagaimana telah diubah dengan peraturar pemerintah
Nomor 66 Tahul zolo frnrang perutrahan atas peraturarr
Pemerintah l{omor 1T Tahun 2010 tentang pengeiolaan dan
Penyelenggarazu: pendidikan il-embaran Negara Reputrrik
Indonesia Tahun 2o1o Nomor 110, Tamtrahan Lemtraran
Negara Republik Inclonesia Nomor SI.SS);

8. Peraturan Pemerintah Nomor s7 ?ahun 2021 tentang standar
Itlasional Pendidikan ;

9. Peraturan Menter:i pendidikan Nasional Ncmor 24 Tahun 2oo7
tentang Standar Ilrasarana dan Sarala Sekolah:

10. Peraturan Menteri pendidikan dan Ketrudayaan Repuhlik
Ind+*esia Nornor 36 Tahun 2014 Tentang pedoman
Pendirian,Perubahan d,an penutupan satuan penriidikan
Dasar Menengah;

11- Peraturan Menteri pendidikan elan Kebud.ayaan Republik
Indoaesia Nomor l? Talr-un z0r? tentar.g penerimaan peserta
didik Baru pada taman Kanak * kanak, sekolah Dasar,
sekolah Menengah pertama, sekoiah Menengah Atas, sekolah
Menengah Kejuruam, atau Bentuk lain 3,ang sedera,iat;

12- Instruksi Presidea N*mor s rahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan penuntasan lMajib Belajar pendidikan
Da*ar sembilan Tahun dan pemtrerantasan Buta Aksara;

13- Peraturan Bupati pesisir selatan Nomor 4s Tahun 2016
tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas pokok,
Fungsi, Tata Keria dan Uraian T\rgas Jabatan Struktural
Dinas Penanaman Modal rial perayanan perizinan ?erpadu
Satu Pintu;

14. Keputu$an Bupati Pesisir Selatan Nomcr :

57a 1 285 /KF.rs/BF,r'-Pl.1 I 20 lv ter:tang penerapan standar
operasional Prosedur pela.r.s*an periaisan dan Nan pe.nzinan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan periainan
'Ierpadu Satu pintu Kabupaten Fesisir $eiatan;

15- Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor ? Tahun ,z{tLT tentang
Pendelegasian we*'enang pelayanan perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas penanaman Morlal dan pela.,.anan
Periainan Terpadu satu pintu Kabupaten pesisir selatan;



Mernperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETiGA

Nama Lembaga

Jenis Kegiatan
Nama
Penyelenggara

Jatratan

l,okasi Sekotrah

1. surat Permohonan Kepala sekorah upr sl) Negeri 11 Airpura,
tanggal o5 April zazl perihal permohonan Izin operasionai
Penyelenggaraan Pendidikan Formal d an Informal.

2. $urat Rekomendasi Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir selatan Nomor :4zo / Jl 6 lDpK-sl.os / 

"zaz 
1

Tanggal 16 April z$zl tentang Rekomendasi Izin operasional
Sekolah.

*IEIVTU?USTTAIT

Memtlerikan Izin Operasional Kepada:

: UPf SD ITEGERI 11 AIRPURA
: Proses Belajar Tingkat Sekolah Dasar {SD}

: JUANTRI DARJA, S.Pd

: Kepala Sekolah

: Tanah Bakali Airpura Kecamatan Airpura
Katrupaten Pesisir Setratan.

lzin operasional penyeleoggaraan pendidikan Formal danInformal setragairnana dimaksud dalam Diktum KtrsATtJ
berlaku selama Proses Bel4jar Tingkat sekolah Dasar,
sepanjang tidak mengali,imi perubahan sesuai dengan
ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Keputusan ini beriaku sejak tanggar ditetapkan dan apabita
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pinetapan ini, akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkgg di : Painan
:24 Aprrt2A21Pada

A!T../BUPATI SELATAN

Teryibusa* *is?mpaika*r Kepada ytl:.:
1. Bapak Bupati Kabupaten pesisir Selatan di painan;
2. Kepala Dinas Pendidikar Dan Kebudayaar: Kab. pessel di
3.Arsip"

M.

Paiaarr;


